BAB 4

Kesimpulan, Rekomendasi, dan Implikasi

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tax review untuk mengukur tingkat kepatuhan
pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan PT X selama tahun 2018 sampai 2020,
maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat hak PT X sebagai Wajib Pajak Badan yang dapat dimanfaatkan
dan tidak dapat dimanfaatkan oleh PT X selama tahun 2018 sampai 2020
berdasarkan tabel 3.52 mengacu pada teori hak Wajib Pajak. Hak tersebut
antara lain memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak sebagai identitas PT X sebagai Wajib Pajak Badan
dan Pengusaha Kena Pajak, menerima tanda bukti penerimaan SPT dan
melakukan pembetulan SPT akibat terdapat kesalahan, mendapatkan
informasi terkait prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh dan
PPN, dan peraturan yang jelas dan akurat terkait prosedur pembayaran dan
pelaporan pajak, pemotongan sebagai pihak ketiga, mengajukan surat
keberatan dan banding, permohonan penundaan penyampaian SPT,
permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak, permohonan
penghapusan dan pengurangan sanksi, pembetulan surat ketetapan pajak
yang salah, keberatan dan banding, penyelenggaraan pembukuan dalam

bahasa dan mata uang asing, memberikan kuasa kepada orang untuk
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melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan mendapatkan pelayanan dari
pihak fiskus apabila memerlukan informasi, klarifikasi, dan konfirmasi.

. Adapun kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh PT X sebagai
Wajib Pajak dan pihak ketiga yaitu pihak yang memotong atau memungut
pajak. Kewajiban yang dilaksanakkan oleh PT X selama tahun 2018 sampai
2020 adalah Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban menghitung,
menyetor, dan melapor PPh Badan yang terdiri dari PPh Pasal 25, Pasal 29,
dan kredit pajak PPh Pasal 22 dan Pasal 23 serta PPN. Kemudian kewajiban
sebagai pihak ketiga untuk memotong atau memungut PPh Pasal 21, Pasal
23, Pasal 4 ayat (2) dan PPN serta menyetor dan melaporkan pajak yang
sudah dipotong/dipungut dan disetor dengan memberikan bukti potong atau
pungut, dan menerbitkan faktur pajak. Kewajiban terakhir yang harus
dilakukan oleh PT X adalah menyelenggarakan pembukuan untuk
menghitung pajak yang harus dibayar setiap tahun selama tahun 2018
sampai 2020.

. Dalam pelaksanaan hak yang didapat oleh PT X, tidak seluruh hak
dimanfaatkan.. Terdapat beberapa hak yang dimanfaatkan dan tidak
dimanfaatkan oleh PT X. Hak yang dimanfaatkan oleh PT X selama tahun
2018 sampai 2020 adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai identitas PT X sebagai Wajib
Pajak Badan dan Pengusaha Kena Pajak, menerima tanda bukti penerimaan
SPT dan melakukan pembetulan SPT akibat terdapat kesalahan,

mendapatkan informasi terkait prosedur perhitungan, penyetoran, dan
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pelaporan PPh dan PPN, dan peraturan yang jelas dan akurat terkait
prosedur pembayaran dan pelaporan pajak, pemotongan sebagai pihak
ketiga. Pada masa COVID-19 di tahun 2020, pemerintah memberikan
insentif pengurangan angsuran dan PT X memanfaatkan hak tersebut karena
sesuai dengan syarat, yaitu merupakan Wajib Pajak yang memiliki
klasifikasi baku lapangan usaha. Sedangkan hak yang tidak dimanfaatkan
olenh PT X adalah mengajukan surat keberatan dan banding, permohonan
penundaan penyampaian SPT, permohonan penundaan atau pengangsuran
pembayaran pajak, permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi,
pembetulan surat ketetapan pajak yang salah, keberatan dan banding,
penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa dan mata uang asing,
memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban
perpajakannya, dan mendapatkan pelayanan dari pihak fiskus apabila
memerlukan informasi, Klarifikasi, dan konfirmasi. PT X tidak
memanfaatkan haknya karena selama tahun 2018 sampai 2020 tidak pernah
mengalami pemeriksaan pajak yang membuat PT X harus menggunakan
haknya seperti mengajukan surat keberatan dan banding dan mendapatkan
pelayanan dari pihak fiskus untuk mendapatkan informasi, melakukan
Klarifikasi dan konfirmaasi. Selain itu, PT X berada di wilayah Indonesia
sehingga tidak memerlukan penyelenggaran pembukuan menggunakan
bahasa dan mata uang asing dan tidak memerlukan kuasa kepada orang lain

untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
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4. Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh PT X selama tahun 2018
sampai 2020, belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan UU yang
berlaku. Aspek perpajakan yang tidak dilakukan sesuai dengan UU adalah
penghitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap. Dalam perhitungan PPh
Pasal 21 atas pegawai tetap, PT X tidak memasukkan tunjangan yang
diberikan berupa BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ke dalam
premi yang diberikan kepada pegawai. Selain itu, iuran-iuran yang menjadi
tanggungan untuk karyawan pun tidak diperhitungkan sebagai biaya
pengurang PPh Pasal 21. Selain perhitungan PPh Pasal 21, terdapat
beberapa kali keterlambatan penyetoran PPh Pasal 21 dan Pasal 23. Oleh
karena itu, keterlambatan dan perhitungan yang tidak sesuai dengan UU
mengakibatkan ketidakpatuhan PT X.

5. Berdasarkan temuan pelaksanaan seluruh hak dan kewajiban perpajakan,
masih terdapat pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan UU. PT X
dalam melaksanakan kewajiban sebagai pihak pemotong PPh Pasal 21
masih melakukan kesalahan perhitungan. Selain kesalahan perhitungan
pemotongan PPh Pasal 21, PT X mengalami beberapa kali keterlambatan
penyetoran PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Berikut tingkat kepatuhan
pelaksanaan kewajiban masing-masing PPh dan PPN selama tahun 2018
sampai 2020:

a. Pada tahun 2018, pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan
oleh PT X dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 masih belum

tepat dengan UU yang berlaku. Selain perhitungan, penyetoran PPh Pasl
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21 beberapa kali mengalami keterlambatan namun pelaporan PPh Pasal
21 tidak pernah terlambat. Selain PPh Pasal 21, penyetoran dan
pelaporan PPh Pasal 23 sama seperti PPh Pasal 21. Terdapat
keterlambatan penyetoran namun pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23
tidak pernah terlambat. Oleh Karena itu, tingkat kepatuhan pelaksanaan
PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 adalah kurang patuh menuju patuh.

. Pada tahun 2018 pelaksanaan kewajiban PT X sebagai pihak yang
dipotong dan dipungut adalah melaporkan seluruh PPh yang sudah
dipotong dan dipungut dengan melampirkan bukti pemotongan dan
pemungutannya. Pada tahun 2018, PT X dipotong atas jasa pemasangan
barang berupa PPh Pasal 23 atas pekerjaan jasa yang dilakukan dan PPh
Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito. Selain pemotongan, PT X dipungut
PPh Pasal 22 atas impor. Kepatuhan pelaksanaan kewajiban pelaporan
sebagai pihak yang dipotong dan dipungut masih kurang patuh. Hal
tersebut karena jarak antara batas pelaporan yang diatur dalam UU
dengan pelaksanaan pelaporan yang dilakukan oleh PT X berjarak
kurang dari 3 hari.

Pada tahun 2018, pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 25 berupa angsuran
tahun berjalan yang dilakukan oleh PT X adalah menyetor dan melapor
sesuai dengan dasar perhitungan penghasilan di tahun 2017.
Pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT X dalam
menyetor dan melapor cenderung patuh menuju sangat patuh. PT X

tidak pernah terlambat menyetorkan PPh Pasal 25. Pelaporan PPh Pasal
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25 otomatis terlapor di hari yang sama dengan penyetoran PPh Pasal 25.
Oleh karena itu, apabila PT X menyetor PPh Pasal 25 tidak pernah
terlambat maka pelaporan PPh Pasal 25 juga tidak akan terlambat.

. Padatahun 2018, saat PT X melakukan perhitungan PPh Badan terdapat
pajak kurang bayar (PPh Pasal 29). Karena terdapat pajak kurang bayar,
maka PT X harus menyetor sebelum pelaporan SPT tahun 2018. PT X
dalam menyetor PPh Pasal 29 patuh, karena penyetoran dilakukan 4 hari
sebelum dari batas penyetoran. Sedangkan pelaporan SPT Tahunan PPh
Badan tahun 2018 kurang patuh berdasarkan indikator, karena
pelaporan dilakukan kurang dari 3 hari dari batas pelaporan.

Pada tahun 2018, PT X memiliki kewajiban untuk memperhitungkan
pajak masukan dan pajak keluaran untuk PPN. berdasarkan hasil
perhitungan PPN, PT X memiliki kewajiban menyetor PPN kurang
bayar sebelum pelaporan SPT Masa PPN. penyetoran PPN yang
dilakukan oleh PT X tidak pernah terlambat, namun PT X tidak pernah
menyetor terlalu cepat. Pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan juga
tidak pernah terlambat namun tidak terlalu cepat. Jika dilihat
berdasarkan indikator tingkat kepatuhan, maka tingkat kepatuhan
penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN di tahun 2018 adalah kurang
patuh karena kebanyakan penyetoran dan pelaporan dilakukan kurang
dari tiga hari dari batas penyetoran dan pelaporan yang ditetapkan

pemerintah.
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f.

Pada tahun 2019, pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 dan
23 yang dilakukan oleh PT X pada tahun 2019 masih sama dengan tahun
2018. Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT X masih tidak
sesuai dengan UU dan mengalami beberapa kali keterlambatan
penyetoran PPh Pasa 21 dan PPh Pasal 23 sedangkan PT X tidak pernah
terlambat melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPh Pasal
23. Oleh karena itu tingkat kepatuhan pelaksanaan kewajiban PPh Pasal
21 dan PPh Pasal 23 sebagai pihak pemotong adalah kurang patuh.
Pada tahun 2019, pelaksanaan kewajiban PT X sebagai pihak yang
dipotong dan dipungut atas PPh Pasal 23, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal
4 ayat (2) jika dikaitkan dengan indikator tingkat kepatuhan masih
kurang patuh. Hal tersebut karena pelaporan yang dilakukan oleh PT X
atas penghasilan yang dipotong dan dipungut kurang dari tiga hari dari
batas pelaporan.

Pada tahun 2019, pelaksanaan kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh
Pasal 25 dengan dasar perhitungan penghasilan pada tahun 2018 tidak
pernah ada keterlambatan. Tingkat kepatuhan pelaksanaan kewajiban
PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh PT X adalah patuh sedangkan
pelaporannya sangat patuh jika dikaitkan dengan indikator.

Pada tahun 2019, perhitungan SPT Tahunan PPh Badan terdapat pajak
kurang bayar yang harus disetor. Penyetoran PPh Pasal 29 dan
pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dilakukan oleh PT X satu hari

sebelum batas pelaporan. Jika dilihat berdasarkan indikator, maka
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tingkat kepatuhan penyetoran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan
PPh Badan pada tahun 2019 adalah kurang patuh.

Pada tahun 2019, PT X tidak pernah terlambat melakukan penyetoran
pajak kurang bayar dan pelaporan SPT Masa PPN. Namun jika dilihat
berdasarkan indikator tingkat kepatuhan, PT X masih cenderung kurang
patuh karena penyetoran dan pelaporan dilakukan kurang dari 3 hari
sebelum batas yang telah ditentukan.

. Padatahun 2020, masih terdapat ketidaksesuaian perhitungan PPh Pasal
21 berdasarkan UU dengan praktek yang dilakukan oleh PT X. Selain
itu, keterlambatan penyetoran PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 masih
terjadi. Tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban pemotongan
PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 adalah kurang patuh.

Pada tahun 2020, terdapat pemotongan dan pemungutan yang berbeda
dari tahun 2018 dan 2019. PT X dipotong atas pelaksanaan konstruksi
pemasangan barang PPh Pasal 4 ayat (2) dan dipungut atas pembelian
barang oleh bendaharawan pemerintah. Namun, pemotongan atas
penghasilan jasa PPh Pasal 23, pemungutan impor PPh Pasal 22, dan
pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito masih terjadi.
Pelaporan pemotongan dan pemungutan yang dilakukan olen PT X
termasuk dalam tingkat kepatuhan kurang patuh jika dilihat berdasarkan
indikator. Hal tersebut karena pelaporan dilakukan kurang dari tiga hari

sebelum batas pelaporan.
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m. Pada tahun 2020, pelaksanaan kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh
Pasal 25 dengan dasar perhitungan penghasilan pada tahun 2019 tidak
pernah ada keterlambatan. Tingkat kepatuhan pelaksanaan kewajiban
PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh PT X adalah patuh sedangkan
pelaporannya sangat patuh jika dikaitkan dengan indikator.

n. Pada tahun 2020, terdapat PPh kurang bayar (PPh Pasal 29) yang harus
disetor sebelum pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2020. Jika
dilihat berdasarkan indikator tingkat kepatuhan, PT X masih kurang
patuh dalam pelaksanaan penyetoran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT
Tahunan PPh Badan. Hal tersebut karena penyetoran dan pelaporan
dilakukan kurang dari tiga hari dari batas penyetoran dan pelaporan.

0. Pada tahun 2020, penyetoran PPN kurang bayar dan pelaporan SPT
Masa PPN yang dilakukan oleh PT X jika dikaitkan dengan indikator
tingkat kepatuhan adalah kurang patuh. PT X tidak pernah terlambat
dalam menyetor PPN kurang bayar dan melapor SPT Masa PPN.
Namun penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh PT X kurang dari
tiga hari dari batas penyetoran dan pelaporan sehingga dalam indikator

tingkat kepatuhan, termasuk ke dalam kategori kurang patuh.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang

dilakukan oleh PT X, maka rekomendasi penulis adalah :
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. PT X memanfaatkan hak yang dimiliki secara maksimal agar dalam

melaksanakan kewajiban perpajakan, pajak yang dibayar oleh PT X efisien.

. PT X harus melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan UU yang

berlaku dan terus mengikuti perubahan kebijakan-kebijakan perpajakan

yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

. Apabila terdapat pajak lebih bayar untuk masa pajak tahun yang lain, PT X

dapat memanfaatkan haknya untuk melakukan restitusi.

. Perhitungan khususnya PPh Pasal 21 sebaiknya ditinjau ulang dan selalu

mengikuti perhitungan yang sudah disediakan melalui Peraturan Menteri

Keuangan. Selain sanksi keterlambatan penyetoran, PT X dapat terkena

sanksi akibat kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 yang mengakibatkan

pajak kurang bayar.

. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan :

a. PPh Pasal 21: Sebaiknya PT X memperhatikan tanggal penyetorannya
dengan membuat pengingat 5 hari sebelum batas penyetorannya dan
mempersiapkan dananya. Karena, penyetoran yang terlambat
mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal
21.

b. PPh Pasal 22 : Pelaporan PPh Pasal 22 yang dilaporkan bersamaan
ketika pelaporan SPT Tahunan PPh Badan sebaiknya dipersiapkan
mulai dari jauh-jauh hari agar meminimalisir kemungkinan

keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.
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C.

PPh Pasal 23 : Dalam melaksanakan penyetoran PPh Pasal 23, sama
seperti penyetoran PPh Pasal 21. Sebaiknya PT X membuat pengingat 5
hari sebelum untuk meminimalisir kemungkinan keterlambatan dan
mempersiapkan dana untuk menyetor PPh Pasal 23. Karena penyetoran
PPh Pasal 23 akan berdampak pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23
apabila terjadi keterlambatan. Selain itu, pelaporan PPh Pasal 23 sebagai
pihak yang dipotong dan dilaporkan dalam SPT Tahunan sebaiknya
dipersiapkan agar mulai dari jauh-jauh hari agar meminimalisir
kemungkinan keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.

PPh Pasal 25 : Dalam pelaksanaan penyetoran PPh Pasal 25 sudah
cukup patuh dan pelaporan PPh Pasal 25 sudang sangat patuh.
Sebaiknya hal ini dipertahankan oleh perusahaan.

PPh Pasal 29 : Dalam penyetoran PPh Pasal 29, sebaiknya perusahaan
sudah menyiapkan dana perkiraan untuk menyetor/membayar PPh Pasal
29 agar pada saat penyetoran PPh Pasal 29 tidak berdekatan dengan
batas penyetoran. Sebaiknya PT X melakukan penyetoran PPh Pasal 29
5 hari sebelum batas penyetoran untuk menghindari resiko telat
menyetor yang mengakibatkan keterlambatan pelaporan SPT Tahunan
PPh Badan juga. Karena penyetoran PPh Pasal 29 berdampak pada
pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.

PPh Pasal 4 ayat (2) : PT X sebagai pihak pemotong yang harus
menyetor dan melapor sebaiknya memperhatikan tanggal batas

penyetoran dan pelaporannya. Minimal penyetoran dilakukan 5 hari
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sebelum batas penyetoran dan pelaporan dilakukan setelahnya
meskipun dalam pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2) sebagai
pihak pemotong tidak selalu ada di setiap masa pajak dan tahun pajak.
Sedangkan untuk pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong
mengikuti pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, sebaiknya sudah
dipersiapkan sehingga pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh Badan,
pelaporan untuk PPh Pasal 4 ayat 2 (PPh final) sudah siap dilaporkan.
g. PPN : Dalam penyetoran PPN sebaiknya dipersiapkan dananya dan
dibuat pengingat 5 hari sebelum batas penyetoran. Hal ini untuk
meminimalisir resiko telat setor/bayar PPN kurang bayar yang dapat

mempengaruhi pelaporan SPT Masa PPN.

4.3 Implikasi

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban PT X yang dikaitkan dengan
peraturan UU dan teori yang ada, maka ditemukan dampak terhadap PT X. Berikut
merupakan dampak yang terjadi:

1. Berdasarkan teori dan pelaksanaan hak perpajakan, PT X melakukan
beberapa kali pembetulan SPT selama tahun 2018 sampai 2020. Melalui
pelaksanaan hak pembetulan SPT, dampak terhadap perusahaan adalah
sanksi dari kesalahan akan lebih kecil jika dibandingkan perusahaan
diketahui terdapat pelanggaran perpajakan, akan mendapatkan sanksi yang
lebih besar. Jika sewaktu-waktu terdapat pajak lebih bayar dan PT X

memanfaatkan haknya dengan melakukan restitusi.
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2. Pada saat terjadi pandemi COVID-19 tahun 2020, pemerintah memberikan
insentif perpajakan berupa kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung oleh
pemerintah dengan syarat tertentu. PT X merupakan Wajib Pajak yang
memenuhi syarat tersebut dan menerima haknya untuk mendapatkan PPh
Pasal 21 ditanggung pemerintah. Pemotongan PPh Pasal 21 diberikan
kepada pegawai yang bekerja di PT X dan memenuhi syarat tersebut.
Melalui PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah yang diberikan oleh PT
X kepada pegawainya, diharapkan akan timbul kesejahteraan karyawan
yang berdampak terhadap kinerja karyawan di PT X.

3. Selain insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, terdapat insentif
pengurangan PPh Pasal 25 untuk perusahaan yang memiliki klasifikasi baku
lapangan usaha untuk masa pajak April 2020 sampai Agustus 2020 dan
dilanjut lagi untuk masa pajak September 2020 sampai Desember 2020.
Melalui insentif pengurangan PPh Pasal 25, dapat meringankan perusahaan
dalam pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25. Penyetoran
PPh Pasal 25 yang seharusnya disetor lebih besar, dengan insentif yang
diberikan oleh pemerintah dapat meringankan perusahaan dalam kewajiban
perpajakannya.

4. Tingkat kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan dapat
berdampak kepada perusahaan. Salah satu tingkat kepatuhan kurang patuh
yang dilakukan oleh PT X adalah kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 atas
penghasilan pegawai tetap. Kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 dapat

menimbulkan sanksi perpajakan. Apabila tidak dilakukan pembetulan,
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sewaktu-waktu perusahaan dapat dikenakan tax audit oleh kantor pajak dan
sanksi yang dikenakan akan jauh lebih besar.

. Selain kesalahan perhitungan, keterlambatan penyetoran dan pelaporan PPh
Pasal 21 dan PPh Pasal 23 sebagai pihak ketiga dapat menimbulkan sanksi.
Jika perusahaan menerima sanksi perpajakan, maka akan timbul biaya yang
dapat mempengaruhi keuangan perusahaan. Namun, kepatuhan perusahaan
yang berlebihan juga tidak baik. Hal tersebut dapat mempengaruhi arus
keuangan perusahaan. Biaya untuk penyetoran pajak jauh sebelum batas

penyetoran seharusnya dapat digunakan untuk pembiayaan yang lainnya.
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Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2022 Tentang Pajak Penghasilan Atas
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